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BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MAGELANG 

NOMOR 56 TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu 

upaya untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang efisien, 
efektif dan terpadu, serta mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945;  

  b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perencanaan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang berdaya guna, perlu menyusun rencana 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan paling lambat akhir 

bulan April setiap tahun oleh Bupati; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 
2024; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 

 

 

SALINAN 



- 2 - 
 

 Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE 

 Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera 

 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 

    

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang 
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
TAHUN 2024. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Magelang. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang. 

6. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

8. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah rencana pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan daerah. 

9. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah sesuai fungsi dan kewenanganya yang meliputi Inspektorat Jendral 
Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 
Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat. 

 
BAB II 

TUJUAN PERENCANAAN PENGAWASAN 
 

Pasal 2 

 
Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan untuk: 

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat; 

b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan 

c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP. 
 

Pasal 3 
 

(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan   

Daerah meliputi:  
a. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; 

b. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
dan 

c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

(2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema 
rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi 
yang inklusif dan berkelanjutan. 

(3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan 

risiko. 
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(4) Jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan 
dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang merupakan acuan bagi 

kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing APIP tahun 2024. 

(5) Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 4 

 
(1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan 

daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan 

dalam bentuk pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah. 

(2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut hasil 
pengawasan. 

(2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil 
pengawasan. 

(3) Wakil bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil 
pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.  

                                                                       

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 28 Desember 2023 
 

BUPATI MAGELANG, 
 

ttd 
 

ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 28 Desember 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 
 

ADI WARYANTO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 56 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Ditandatangani secara elektronik oleh; 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

# 
 

 
RATNA YULIANTY, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680730199703200 
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